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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR aィ  TAHUN 2014

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOPI PENYELESAIAN
KONFLIK SOSIAL SECARA DAMAI

DENOAN ttMAT TUHH YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGG― TIMUR,

Menlmbang : a.

１
■

b。

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan
menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui
upaya penciptaan suasana yang arnan, tenteram, tertib,
damai, dan sejahtera, baik lahir maupun bathin sebagai
wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda;
bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok
masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang
mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional maupun
daerah dan terhambatnya pembangunan nasional
khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial masih
bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan
dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2Ol2 tentang Penanganan Konflik Sosial,
Penyelesaian Perselisihan Dalam Masyarakat dilakukan
Secara Damai;
bahwa untuk mengurangi tingkat kesalahan dan
kelalaian yang mungkin dilakukan oleh stakeholders dan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas
penyelesaian konflik secara damai, perlu disusun 'dan
ditetapkan SOP; !
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Konflik
Sosial Secara Damai;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a9l; L

d.

e.

ｒ
■

Menglngat :



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol2 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 116);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyrrsunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Meaetapkan : PERATIIRAN GUBERIIUR TEIITAI{G STANDARL OPERATING
PROCEI'URE (SOP) PEITYELESAIAI{ KONFLIN SDCARA DAIIAI.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

5.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Standard operating Procedure Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimarra dan oleh siapa dilakukan.
Informasi adalah informasi yang mengarah pada indikasi permasalahan
hukum atau pelenggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh
Aparatur maupun Warga Masyarakat.
Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan
dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok
masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan
berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi
sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat
pembalgunan nasional.
Penyelesaian Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa pada saat, maupun
sesudah terjadi konflik yang mencakup penghentian konflik, dan
pemulihan pasca konflik. I

7.

8



9. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri
kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi
konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta
benda.

1O. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak
harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi,
rehabilitasi, dan rekonstruksi.

11. Satuan T\rgas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hock
yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik diluar pengadilan melalui
musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Konflik Sosial
yang terjadi di masyarakat;

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaial yang mungkin dilakukan oleh
stakeholders dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas
penyelesaian Konflik;

c. setiap SKPD memahami peran dan fungsinya untuk menghindari tumpang
tindih pelaksanaan tugas.

Pasal 3

T\rjuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk terciptanya kepastian
hukum da-lam penyelesaian konflik sosial secara damai.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP penyelesaian konflik secara damai meliputi :

a. tahapan penghentian konflik; dan
b. tahapan pemulihan pasca konflik.

BAB II
SUMBER-SUMBER KONFLIK SOSIAL

Pasal 5

Sumber-sumber konflik sosial meliputi :

a. permasalahan Ketenagake{aan;
b. permasalahan Industrialisasi;
c. permasalahan Pemanfaatan Sumber Daya Alam/ Lahan;
d. permasalahan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA); dan
e. permasalahan Potitik. I



BAB III
PROSEDUR PET{YELESAIAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 6

(1) Prosedur Penyelesaian Konflik Sosial, terdiri atas:
a. penyelesaian tahap penghentian; dan
b. penyelesaian tahap pemulihan pasca konflik.

(21 Prosedur Penyelesaian pada tahap penghentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. tahapan yang melibatkan pranata adat dan pranata sosial; dan
b. tahapan yang melibatkan satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

(3) Prosedur Penyelesaian pada tahap pemulihan pasca konflik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. rekonsiliasi;
b. rehabilitasi; dan
c. rekonstruksi.

(4) Format/ Bagan Alur Standar Operating Procedure (SOP) pada tahap
penghentian dan tahap pemulihan pasca konflik yang berkaitan dengan
masalah ketenagakerjaan, industrialisasi, pemanfaatan sumber daya
alam/ lahan, politik, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal `a」~cr倉 2014

TIMUR, f

FRANS LEBU

Diundangkan di Kupang

上 :聰 き13J』台kHPRttiSI

汐FШ HttSKUS― EM

BERITA DAERAH PROⅥNSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR α″
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NuSA TENGGARA TIMUR

鵬 L:ち″
mHUN雛

A. Bidang Kebnagakeriaan

Nomo「 SOP
`Nomor urut)Tanggal Pembuatan

Tangoal Re!

Disahkan ol eh Kepa:● Dinas Tenaga KO嗜 ●dan Transln19確 si
Prov NTT

Drs Simon Sabon Tokan
NIP 19630101 198903 1 037

Nama SOP SOP Paletlan8an Panyobaalan Konilk
Kebnagakorjaan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:
UU Nornor13 Tahun 2∞ 3 tentang Ketenagake口 aan

UU Noぃor 32 Tahun 2004 ttg Panenntahan Daerah

UU Nomo「 7 Thn 2012 ttO Penanganan Konak Sosial
inpres Nornor l Tahun 2014 tentang Penanganan Cangguan Keamanan Dalam No9en
uu nOmOr 2 tahun 2004 tentang Penyelesalan persellsihan Hubungan industrlal

l Momikiに mampuan deteksi din:atas pot● nsi konlk yang akan tettadi

2 Mem‖iki kemapuan metakukan koordinasi lntas sektoral

3 
～
時m‖ kikemampuan u"uk me!akukan ldentakasiterhadap pihak plhka yang
tedibat konilk,sumber masalah,tokoh agama,tok● h masyarakat,fungsionans
adat yang benpengaruh terhadap pihak‐ pihak yans tedibat konlk

4  Mem‖ ki kemarnptlan untuk rrlemedlasi penyelesalan koll“ k secatt damal

Ket6rkaitan Peralatan / Perlengakapan : (sarpras yg dipakai utk mendukung k€gigtan)

SOP Pencegahan Konnik sOsial
SOP Pemu‖han Pa頭 Konl,k Sosi● :

1. Ruang rapat yang Repr€santatif
2. L€mbar kerjdRoncana Kerja dan Anggaran
3. Tom Of Reiar€nca
4. Komputer/Printer//sc€nor
5. Jarinoan int8met

Peringatan Pencatatan & Pendataen
Apab‖ a Pelaksanaan Penyelesalan Kon,k Sosiat Secara pamal TCak D‖ akukan Secara Cepatdan Tepat akan

Menimbulkan Banyak Koわ an 3alk Maten‖ vattun MOnl___ ___
Disimpan sebagaidata eloktrqnk dan manual



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Iくま,t

Gubernur Kaban
Kesbangpol

Kadis

Nakerans
Kelengkapa

n

Waktu Output

Menerima laporan
tentang adanya konflik
sosial di bidang
ketenagakerj aan

‐Buklt

Agenda

K"a

l jann

ｍ̈
う
‘ Memerintahkan Kaban

Kesbangpol
memfasilitasi Rapat
Koordinasi dengan

Instansi terkait

‐Laporan

Konnik

‐Lembar

Diposisi

30 menit Disposisi/
Perintah
lisan

Cubernur

Menyiapkan rapat
koordinasi r 峰

―
l

‐Disposisi/

Perintah

iisan

Cubernur

‐LapOran

Konnik

2jam Undangan
Rapat

Bahan

Rapat

Danar

Hadir

ー

メ  リ・



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kct

Gubemur Kaban
Kesbangpol

Kadis

Nakenans
Kelengkapa

n
Waktu Output

4 Melaksanakan mpat

koordinasi dengan

Forkopinda, Dinas
Sosial, Dinas Perinda&

Biro Pemerintahan, Biro
Hukum, pihaUinstansi
t€rkait (serikat pekerja/

Serikat buruh, Apindo,
Dewan Pengupahan,

―
l

Undangan

Rapat

Bahan

Rapat

Da跡
Httdir

2jalll Notulensi

Rapat

5 Menetapkan tingkal
eskalasi konflik, bila:

a- Bukin skala
provinsi atau masih

dalam skala bukan
konflik sosial dan

skala kabupaten
maka Gub
memerintahkan
Kesbangpol untuk
melakukan rakor
dengan instansi yang

berwenang

b. Konflik sosial

skala provinsi

―

く

. Notulensi
Rapat

l jaln - Surat,

Keputusan
Gubemur

晦呻̈
ｍｓｏｓｉａ‐

6 Melakukan koordinasi
dengan kepotisian dan

pemerintah krb/kota
untuk penanganan

selanjutnya

Surat,
i€lepon,
faximile,
Email

2jam - Informasi



、. し |′  :

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kct

Gub€mur Kaban

Kesbangpol

Kadis

Nakemns
Kelenmpa
n

Waktu Output

lヽengidentinkasi pihak‐

pihak yang berikai dan

pihak terkai sesuai

substansi kongik

| |

・ Laporan

konflik

2 Jam

』

ｍ
　
　
■

い
国
姉
ｉ

8 Melakukan koordinasi
untuk penyelesaian

konflik sosial yang

melibatkan
instansi/pihak terkait
sesuai substansi konfl ik

_型コ | |
Lapom
Hasil

ldentinkas

i

3jam Rekomen
dasi

Tindak

lttut

9 Melakukan musyawarah

―
l

Rekomen
dasi

Tindak

lttut

3jam Berita

AcaraKcs

cpaka● n

hasl

mufakat yang difasilitasi
oleh Gubemur dengan

melibatkan

Menetapkan hasil
musyawarah dan

mufakat penyelesaian

konflik untuk
di laksanakan oleh pihak
yang bertikai dan
instansi/pihak terkait

Bttta

Acara

Kesepakat

an hasn

musyawar

ah

l hari Surat /
Keputusan
Gubemur

|



″
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B. Bidanglndustrialisasi

OmO子 (Nomor urut)
'anggal Pgmbuatan
lnggal Revlsi

an99a
Disahkan o!eh Kepala Din83 Perindag Prov. NTT

Dra Brllll● Ku●●k
N:P 195910061987031004

Nama SOP SOP P●:ak38-n Penye:● ●alan κonfIIk:ndustrlalim● :

Dasar Hukum : Kualifd€si Peleksana:

UU No 32 Thn 2004 ttg Pemorintahan Daerah

UU No 7 Thn 2012 ttg Penanganan Xonfiik Sosial
Kepmon Perindag Nomor 350 Tshun 2001 tentang P€lakanean TWas dan weuenang Badan Penyelesaisn
Sgngksta Konsumen
lnpres No 2 Thn 20'13 ttg Pensnganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

1 . Memilki k6mampuan deteksi dini atas potensi konflik yang skan terjadi

2. tvlemiliki k6mapuan melakuksn koodinssi iintas seKoral

3. Merniliki kemsmpuan unluk m€lakukan identifikasi t€rhadap pihak.pihke yang tBrlibat konflik, sumber
m8salah, tokoh agama, tokoi mByarakat, fungsionarb adEt yang b€rpengaruh terhadap pihak-pihak
yang tedib€t konf,ik

4. Memiliki kemampuan uriuk mamediasi penyelesaian konflk socara dsmai

Keterkaに an Peralatan / Perl€ngakapan : (sarpras yg dipakai ulk mendukung kegiatan)

SOP Pencegahan Konak Sosial
SOP Pemu‖ han Pasca KonfLk Sosial

1. Ruang rapat yang Repreaeniatif
2. Lembar keria/R€ncana Kerja dan Anggaran
3. Torm Of Referenc€
4. Komput6r,/Printer//scaoer
5. Jaringan inlemet

Peringatan Penc€tatan & Pendatsan
Apab‖ ap●laksanaan Penyelesalan Konnlk sc sial Secara Damal Tldak Dil● kukan Sゃcan Cepatdan Tepatakan
Menlmbulkan Banvak K●●●n Sak Mate1l Maupun Mo● l

Disimpsn ssbagaidsta el;eKronik dan manual



No Kegiatan Pelaksana 4ヽutu Baku Ket.

Gubcmur Kaban
Kesbangpol

Kadis

Perindag

Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan tentang adanya konflik sosial
di bidang k€tenagakerj an

- Buku Aganda
Kerja

I jam - Laporan
Konflik

2 Memerintahkrn Kaban Kesbangpol
memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Instansi

terkait ふ
- LaP,oran

Konflik

- Lembar
Diposisi

30 menit Disposisi/
Perintah lisan
Gubemur

Menyiapkan rapat koordinasi
__s,r------l

- Disposisi/
Perintah lisan
Gubemur

- taporan
Konflik

2 jar" Undangan
Rapat

Bahan Rapat

Daftar Hedir

Ｆ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ



No Kegiatan Pelaksana Mutu Eaku Kct

Cubemur Kaban

Kesbangpol

Kadis

PeHndag

Kelengkapan Waktu Output

4 Melaksanakan rapat koordinasi dengan

Foはopind● BPN,Din¨ Nakertrans,Dinas
Kelautan PeHkanan,BirO Ekonomi,

BiroAdministrasi Pcmbangunan,BIo Hukum,

pih熱ヽ nstansiterkait cYLKI,SPSI,HPMI,
BPSK sesuai substallsi konflik)yang dipimpin

oleh Cub

―
l

Undangan

Rapat

Bahan Rapal

Danar Hadir

2 jam Notulensi
Rapat

5 Menetapkan tingkat eskalasi konflilq bila:

a. Bukan skala prwinsi atau, masih dalam

skala bukan konflik sosial dan skala

kabupaten maka Gub memerintahkan

Kesbangpol untuk melakukan rakor dengan

instansi,ang berwenang

b. Konflik sosial skala provinsi

Notulensi

Rapat

I jam ‐Surat,

Kcplltusan

Gubemur
tentang

ingk試

eskalasi

konflik sosial

6 Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan

pernerintah kab/kota untuk penanganan

selanjutnya
占
出

Surat, telepon,
faximile, Email

2 jam - Informasi

7 Mengidentiflkasi pihak‐ pihak yang berikai dan

pih・ak terkai sesuai subsansi konnik

― l

・ Laporan

kOnnik

2 jam LapOm Hasil

ldentiflkasiL ″L_



No Kegialan Pelaksanal lヽutu Baku Kct

Gubemur Kaban
Kesbangpol

Kadis

Perindag

Kelengkapan W山 Output

8 Melakukan koordinasi untuk penyelesaian

konflik sosial yang melibatkan Tokoh Agam4
Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan

instansi/pihak terkait sesuai substansi kon{l,tk

A
― l

Lapom ttil
ldentiflkasi

3jaln Rekomendasi

Tindak lanJut

ー

9 Melakukan musyawarah mufakat yang

difasilitasi oleh Cubemur dengan melibatkan
instansi/pihak terkait

―
l

Rekomendasi

Tindak lanJllt

3iattl Berita
AcaraKesepak

atan hasil

musyawarah,

10 Menetapkan hasil musyawarah dan mufakat
penyelesaian konflik untuk dilaksanakan oleh
pihak yang bertikai dan instansi/pihak terkait

Berita Acara
Kesepakatanl

hasil
musyawarah

l han Surat/

Keputusan

Cllbemur

Ｆ
Ｉ



C. Bidang Pengelolaan SDA / Lahan (Pertambangan dan Energi)

Nomor (Nomor Urut)
Tanooal Pembuatan
Tanssal Revlsi
Tanggal Efektif

Disahkan ol eh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov NTT

:r Dannv Suhadi
N!P1960060241989031004

Nama SOP SOP Polabanaan Penyol6alan Konfllk
Pengololaan sDA, t han (Psttambangon dan
Enoroll

Dasar Hukum :

Kuali籠kasI Pelaksana:

UU Nomo「 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan,Mineral dan Batubara

UU Nomor 32 Tahun 2004 ttO Pemerlntahan Daerah

UU Nor or7 Thn 2012 ttg Penanganan Konl,k Sosial
lnpres Nomor l Tahun 2014 tentang Penanganan cangguan Keamanan Dalam Nogeri
perda Provinsi Nrr Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelo!aan Pettambangan,ヽ

“

neral dan Bat● bara

l Memiki komampuan deteksi dini atas potensi konnik yang ekan ten2● i

2  Memilkl kemapuan metakukan koordinasilintas sektoraI

3 Mem‖ klkemampuan untuk melakukan identttasiterhadap pihakっ :hka yang
terllbat konnik,sumber masal● h,tokOh agama,tOkoh masyarakat,価 gsionals

adat yang berpengaruh terhedap p,い ok‐pihak yang teribat konllk

4 Mom‖ kikemampuan untuk mamediasipeny● lesalan konttk secara damal

Ksterkaitan Peralatan / Perl€ngskepan : (saeras yg dhekai utk msndukung kegiatan)

SOP Penceganan Konnik sOsial
SOP,omulihan Pasca Kollnk sOsial

1. Ruang rspat yang Repressntatif
2. Lembar kerja./Rencana Korja dan Anggaran
3. Torm of Ref€rence
4. Komputer/Prinler//scaner
5. Jarinoan ir{€met

Peringatan Pencatatan & Pendataan

n secara cePC[ dan TePat atan
Menimbulkan Banyak Korban Bsik Materiil Maupun Moril

Disimpsn sebagaidata eloktronik dan maoual



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

Gubernur Kaban
Kesbangpol

Kadis
Pertamb€n

Ketngkapa
n

Waktu Output

l. Menerima laporan
tentang adanya konflik
sosial di bidang
Pengelolaan SDA /
Lahan (Pertambsngan

dan Energi)

鰤̈
跡

t jum - Laporan
Konflik

，
４ Memerintahkan Kaban

Kesbangrol
memfasilitasi Rapat
Koordinasi dengan

Instansi terkait

- Lapomn
Konflik

- Lembar
Diposisi

30 mcnit Disposisi/
Perintah
lisan

Gubemur

Menyispkan rapat
koordinasi

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

占

F峰 --)--------'r----1_l

- Disposisi/
Perintah
lisan

Gubemur

- Laporan
Konflik

2jam Undangan
Rapat

嚇呻
輛動

Lt-

|



●
'

No Kegiatan Pelaksana Mutu 3aku Ket.

Gubemur Kaban
Kesbangpol

Kadis

Peramben

Kelengkapa

n

Wttu Output

4 Melaksanakall rapat

koordinasi dengan

Forkopinda.BPN,Dinas

Kehutanan,Dinas

Pertanian dan

Perkcbunan,BLHD,BIro

Ekonomi,Biro

Pemeintahan,3iro

Hukum,で
“

円P,

pihak/instansi terkalt

―
l

Undangan

Rapat

Bahan

Rapat

Danar

Hadir

3jam Notulensi
Rapat

に

Menetapkan tingkat
eskalasi konflik, bila:

a. Bukan skala
provinsi atau masih

dalam skala bukan

konflik sosisl dan

skala kabupaten
maka Gub
memerintahkan
Kesbangpol untuk
melakukan rakor
dengan instansi yang

berwenang

b. Konflik sosial

skala provinsi

- Notulensi
Rapat

2jam Surat
Keputusan

CIubemur

tentang

ingkat

eskalasi

konnik

sosial

6 Melakukan koordinasi

dengan kepolisian dan

pemerintah kab/kota
untuk penanganan

sela4jutnya

Surat,

telepon,

faximile,

Email

l had - Informasi

7 Mengidcntinkasi pihak_

pihak yang berikai dan

pihak tcrktt scSuai

substansi kon■ ik

― l

- Laporan
konflik

2jam Lapom
Hasil
Identifikas
i

″
丁



′    ら

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Gubemur Kaban
Kesbangpol

Kadis
Pefiamben

Kelengkapa
n

Waktu Output

8 Melakukan koordinasi
untuk penyelesaian

konflik sosial yang

melibatkan ≧
―

l

¨
ｋ
呻Ｈａｓｉ‐ｍｉ

2 harl Rekomcn
dasi

Tindak

lattut

9 Melakukan musyawarah

―
l

ｎ

輌面興呻

3jam BeHta

karaKes
epakatan

hasil

mufakat yang difasnitasi

oleh Cubemur dengan

melibatkan

Menetapkan hasil
musyawarah dan

mufakat penyelesaian

konflik untuk
dilaksanakan oleh pihak
yang bertikai dan

instansi/pihak terkait

申

出

Berita
Acara
Kesepakat
an hasil

musyawar
ah

l hari Surat /
Keputusan
Gubemur



B:DANG SUKU RAS DAN AGAMA(SARA
Nomor SOP No Urut

Tanggal Pembuatan
Tanooal Revisi
Tanggai Efektr

Disahkan o:eh Kepaala Badan Kesbangpo:PЮ v.Nl‐r

Dra Sis面 a Sona
N:P.196001311986032009

Nama SOP SOP Pelaksanaan Penyelesaian Konfllk Sosial

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

UU No 39 Thn 1999 ttg HAM

UU No 32 Thn 2004 ttg Pernenntahan Daerah

UU No 7 Thn 2012 ttg Penanganan KOnlik Sosia!

:npres No 2 Thn 2013 ttg Penanganan cangguan Keamanan Dalam Negen

1. Memilki kemampuan deteksi dini etas potensi konllik yang akan terjadi

2. Memiliki kemapuan melakukan koordinasi iintas seKoral

3. illemilki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihka yang
terlibat konfik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris
adat yang berpengaruh tefiadap pihakpihak yang terlibat konflk

4. Memilki kemampuan untuk memediasi penyelesaian konfiik secara damai

Keterkatan Peralatan / Perlengakapan : (sarpras 19 dipakai utk mendukung kegiatan)

１

２

SOP Pencegahan Kbnlik sOsh:
SOP Pemu:ihan Pasca KOnlik Sosial

1. Ruang rapat yang Representatif
2. Lembar ke{a/Rencana Ke{a dan Anggaran
3. Torm Of REference
4. Komputer/Printer//scaner
5. Jaringan intemet

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan
Menimbulkan Banyak Korban Bak Materiil Maupun Moril

Disimpan sebagai data el;ektronik dan manual



~  Mutu Baku
Ket

No Kegiatan Pelaksana

Gubemur Kominda Kelengkapa
n

Waktu OutputKaban
Kesbangpol

1 Menc●ma laporan

tentang adanya konnik

s¨ lal yang terJadi di

masyarakat(konnik

SARA)

‐Buku
Agellda

K"a

ljam ‐Laporan

Konflik

０
４ Memerintahkan Kaban

Kesbangpol
memfasilitasi Rapat

Koordinasi dengan

lnstansi terkait

¬

. Laporan
Konflik

- Lembar
Diposisi

30 menit 〕 spo● si/

PeHntah

lsan

Gubcmur

2jam
Men,apkan rapat

koordinasl F 辱
―

l

‐DISpOsls1/

Peintah

lisan

Cubemur

Lヽaporan

Konnik

ト

|



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

Gubemur Kaban

Kesbangpol

Komlnda
n

Waktu Output

4 Melaksanakan rapat

koordinasi dengan

Kominda, FKUB, FPK,
FKDM, Kesbangpol
Kab/Kora dan
pihal/instansi terkait
(............ .........) vang
dipimpin oleh Gubernur

-.)_-1.---1 ,,,-l
印̈』呻ｍｍ

3j* Notulcnsi

Rapat

E_

5 Menetapkan tingkat
eskalssi konflik, bila:

a. Bukan skala

provinsi atau masih

dalam skala bukan

konflik sosial dan

skala kabupaten
maka Gub
memeridahkan
Kesbangpol untuk
melakukan rakor
dengan instansi yang

berwenang

b. Konflik sosial

skala provinsi

Notulcnsi

Rapat

2 jara - Surat,

Keputusan
Gubemur

噸呻螂ｍ銅

6 Melakukan koordinasi
dengan kepolisian dan

p€merintah kab/kota

untuk penanganan

selanjutnya

Suraq
telepon,
faximile,
Email

I hari ‐lnfollllasi

7 Mengidentifi kasi pihak- +F---]
-L____J ｍ̈

2:an,

』園̈ｍｉ

pihak yang bertikai dan

pihak terkai sesuai

substansi konflik

´
丁



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kct

Gubemur Kaban

Kesbangpol

Komlnda Kdengkapa
n

Waktu Chtput

8 Melakukan koordinasi
untuk penyelesaian

konflik sosial yang

melibatkan
Inslansi/pihak terkait

―
l

魅
い国姉ｉ

2 han RckOmen
dasi

Tindak

lttut

9 Melakukan musya■varah

muFakat yang dfasilitasi

oleh cubemur dengan

melibatkan

hstansIゎ ihak terkttt

―
l

Rekomen
dasi

Tindak

lattut

3jam BeHta

AcaraKes

epakatan

hasl

musyawar

lヽenetapkan hasil

musyawarah dan

muFakat penyelesalan

kon■ lk untuk

dilaksanakan oleh pihak

yang bctikai dan

mstanslゎ ihak terkait

申
出

Berita
Acara
Kesepak t
an hasil
musyawar
ah

l han Surat/

Kcputusan

Cubernur

■
ー



BIDANC POLiT:K

Nomor SOP No Urut

Tanooal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektr

Disahkan ol● h Kepaala Badan KeSbangpol PrOv Nrr

Dra Sisma Sona
NIP 19600131 198603 2 009

Nama SOP SOP Pelaksanaan Penyelelaian Konfllk Soalal

Dasar Hukum : Kualitikasi Pelaksanal

UU No 39 Thn 1999 ttg HAM

UU No 32 Thn 2004 ttg Pemenntahan Daerah

UU No 7 Thn 2012 ttg Penanganan Konnik sOsial

!npres No 2 Thn 2013 t9 Penanganan cangOuan Keamanan Dalam Nege"

1 . Irlemilki kemampuan deteksi dini alas potensi konnik yang akan terjadi

2. Memiliki ksmspuan melakukan koordinasi iintas soKoral

3. Memiliki kemampuan untuk melskukan identitikasi torhadap pihak-pihka yang
terlibat konf,ik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris
adat ysng berpengaruh t€ftadEp pihak-pihak yang tedibat konflik

4. Memiliki kemampuan untuk memediasi penyelosaian konflik secera damai

Keterkaitan Peralatan / Pedengakapan : (sarprss yg dipakai utk msndukung kegiatan)

SOP Penc鞠ahan Konnik sOsial
SOP Pomu‖han Pasca Kon口 lk Sosial

1. Ruang rapat yang Representatif
2. L€mbar kerjs/R8ncana K6rja dan AnggaEn
3. Torm Of Reference
4. Komputer/Printsr//scaner
5. Jarinqan intomet

Peringatan Pencatatan & Pendataan
Apsbila Polaksanaan Ponyel$aian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan
Menimbulkan Banyak Korban gaik Materiil Maupun Moril

Disimpan sebagsi data el:eKronik dan manual



No Kegiatan Pelaksana NIIutu Baku Ket.

Gubemur Kaban
Kesbangpol

Kominda Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan
lentang adanya konflik
sosial yangterjadi di
masyarakat (konflik
politik)

- Buku Agenda
Kerja

ljam ‐Laporan

Konnik

2. Memerintahkan Kaban
Kesbangpol

memfasilitasi Rapat

Koordinasi dengan

Instansi torkait

- [aporan
Konflik

- Lembar
Diposisi

30 menit E)isposisi/

Perintah

lisan

Gubemur

3. Menyiapkan rapat
koordinasi

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

↓

ウ

担

Disposisi/
Perintah lisan
Gubernur

ｍ̈

2jam ・Undangan
Rapat

‐Bahan Rapat

・Danar Hadir



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.
Gubernur Kaban

Kesbangpol

Kolninda Kelengkapan Waktu OuQut

4.

|
|

Melaksanakan rapat
koordinasi dengan

Komind4 FKUB, FPK,
FKDM, Kesbangpol
Kab/Kota dan

pihak/instansi terkait
(............ ..........) yang

dipimpin oleh Gubernur

Undangan
Rapat

Bahan Rapat

Daftar Hadir

3 jam Notulensi
Rapat

Menetapkan tingkat
eskalasi konflih bila:

a. Bukan skala
provinsi atau masih

dalam skala bukan
konflik sosial dan

skala kabupaten
maka Gub
memerintahkan
Kesbangpol untuk
melakukan rakor
dengan instansi yang

berwenang

b. Konflik sosial

skala provinsi

- Notulensi
Rapat

2 jarn - Surat,

Keputusan
Gubernur
tentang
tingkat
eskalasi :

konflik
sosial

|‐

6 Melakukan koordinasi
dengan kepolisian dan
pemerintah kab/kota
untuk penanganan

selanjutnya

Surat, telepon.

faximile,
Email

I hari - Informasi



No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Gubcmur Kaban
Kesbangpol

Kominda Kelengkapan Waktu Output

7 Mengidentinkasi pihak_

―
l

帥

ｋ呻嗣
2jam

¨
ｋい国ｍ
‐

pihak yang bertikJ dan

pihak terkai sesuai

substansi kon■ ik

8 Melakukan koordinasi
untuk penyelesaian

konilik sosial yang

melibatkan
Instansi/pihak terkait 「 ―

l

Lapom Hasil

ldentiflkasi

2 ha` Rekomend
asi Tindak

lattut

9 Melalekan musyawarah

―
l

Rekomendasi
Tindak tanjut

3jam BeH機

AcaraKese

pakatan

hasil

musyawara

muFakat yang difasilitasi

oleh Gubemur dengan

melibatkan

hstans1/pihak terkait

10 Menetapkan hasil
musyawarah dan

mufakat penyelesaian

konflik untuk
dilaksanakan oleh pihak
yang bertikai dan
instansi/pihak terkait

Bttta Acara

Kesepak・atan

hasil

musyawarah

l harl Surat /
Keputusan
Gubemur

ィ

G“ERNUR WSAl
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＼／

´
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